SALINAN
NOMOR 23/E, 2011

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 28 TAHUN 2011
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 27 TAHUN 2011
TENTANG PENETAPAN BESARAN MAKSIMAL SUMBANGAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN SUMBANGAN BIAYA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SBPP) PADA SD, SMP, SMA, DAN SMK NEGERI
DI KOTA MALANG TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Menimbang : a

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama
antara Pemerintah, orangtua dan masyarakat yang dilaksanakan menurut
norma-norma pendidikan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat
gemar belgjar (learning society) dengan mengacu pada sistem pendidikan

nasional;

bahwa dalam rangka transparansi dan menunjang wajib belgjar 12 tahun,
maka untuk besaran Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan
Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP) disesuaikan dengan
kemampuan dari orang tua/wali murid sebagai bentuk tanggung jawab

menyukseskan program wajib belgjar dimaksud,;

bahwa besaran maksimal Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)
dan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP) telah
ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2011
tentang Penetapan Besaran Maksimal Sumbangan Penyelenggaraan
Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan
(SBPP) pada SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di Kota Malang
Tahun Pelgjaran 2011/2012, sehingga perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pencabutan Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 2011 tentang
Penetapan Besaran Maksimal Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan
(SPP) dan Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP)
pada SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di Kota Maang
Tahun Pelgaran 2011/2012,;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah,
Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Y ogyakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belgar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4868);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

Peaturan Menteri Pendidikan Nomor 69 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan
Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang
Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
(SMA/MA), Sekolah Menengah Kegjuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar
Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan
Dasar dan Menengah;

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Maang Nomor 57);

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem
Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Malang (Lembaran Daerah Kota
Malang Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Malang Nomor 71);



Menetapkan

18. Peraturan Walikota Kota Malang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah
Kota Malang Tahun 2008 Nomor 12 Seri D);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
WALIKOTA MALANG NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG
PENETAPAN BESARAN MAKSIMAL SUMBANGAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (SPP) DAN SUMBANGAN
BIAYA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SBPP) PADA SD, SMP,
SMA, DAN SMK NEGERI DI KOTA MALANG TAHUN PELAJARAN
2011/2012.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini mencabut Peraturan Walikota Malang Nomor 27 Tahun 20011
tentang Penetapan Besaran Maksimal Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan
Sumbangan Biaya Pengembangan Pendidikan (SBPP) pada SD, SMP, SMA dan SMK Negeri di
KotaMalang Tahun Pelgjaran 2011/2012.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku padatangal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
padatangga 6  Juni 2011
WALIKOTA MALANG,
ttd.
Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang

pada tanggal

6 Juni 2011

SEKRETARISDAERAH,

ttd.

Dr.Drs.H. SHOFWAN, SH, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19580415 198403 1 012

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2011 NOMOR 23 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.
DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina
4 NIP. 19710407 199603 2 003




